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ABSTRACT

Sustainable geotourism development in the Ijen UNESCO Global Geopark requires governance capable of integrating
conservation, education, and economic development interests through collaboration among diverse stakeholders.
However, differences in influence, goal orientations, and institutional mandates among actors may create stakeholder
relational asymmetry within governance. This study aims to analyze stakeholder relational asymmetry in the governance
of sustainable geotourism development in the [jen UNESCO Global Geopark using the MACTOR method. This study
employed a mixed-methods approach, including semi-structured interviews, field observations, and document analysis.
MACTOR analysis included the influence—dependence map, 3MAO, 3CAA, and 3DAA. The results revealed four
stakeholder positions (key, relay, dependent, and autonomous actors), reflecting disparities in influence capacity within
the governance structure. The 3MAO analysis showed that the objective of sustainable growth and economic stimulus
received the highest level of support, whereas geotourism education and literacy received low support. Convergence was
concentrated among planning actors, tourism actors, and the Management Board, while the strongest divergence occurred
between BKSDA and planning and tourism actors regarding differences in area-management mandates. These findings
indicate the need for an adaptive-collaborative governance approach through redistribution of decision-making space,
alignment of strategic goals, strengthening of bridging actors, and management of institutional divergence and overlap.

Key words: stakeholder relationship asymmetry, sustainable geotourism, MACTOR, adaptive collaborative governance,
Ijen UNESCO Global Geopark.

ABSTRAK

Pengembangan geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen memerlukan tata kelola yang mampu
mengintegrasikan kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi berbagai stakeholder.
Namun, perbedaan pengaruh, orientasi tujuan, dan kewenangan antaraktor dapat membentuk asimetri relasi stakeholder
dalam tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis asimetri relasi stakeholder dalam tata kelola pengembangan
geowisata berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen menggunakan metode MACTOR. Penelitian menggunakan
pendekatan mixed methods melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis
menggunakan MACTOR mencakup peta pengaruh—ketergantungan, 3SMAO, 3CAA, dan 3DAA. Hasil menunjukkan
adanya empat posisi stakeholder (aktor kunci, relay, dependent, dan autonomous) yang mencerminkan ketimpangan
kapasitas pengaruh dalam tata kelola. Analisis 3MAO menunjukkan bahwa tujuan pertumbuhan dan stimulus ekonomi
berkelanjutan memperoleh dukungan paling tinggi, sedangkan edukasi dan literasi geowisata memperoleh dukungan
rendah. Konvergensi terkonsentrasi pada aktor perencanaan, pariwisata, dan Badan Pengelola, sementara divergensi
terkuat terjadi antara BKSDA dan aktor perencanaan serta pariwisata terkait perbedaan mandat pengelolaan kawasan.
Temuan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola adaptif-kolaboratif melalui redistribusi ruang
pengambilan keputusan, penyelarasan tujuan strategis, penguatan bridging actors, serta pengelolaan divergensi dan
overlap kelembagaan.

Kata kunci: asimetri relasi stakeholder, geowisata berkelanjutan, MACTOR, tata kelola adaptif-kolaboratif, UNESCO
Global Geopark Ijen.

PENDAHULUAN dan ekonomi lokal. Selain melindungi geoheritage,

geopark juga menjadi instrumen pengembangan

Geopark merupakan kawasan bernilai geologi, geowisata yang tidak hanya ditentukan oleh
ekologi, budaya, dan ekonomi yang dikelola secara potensi sumber daya kawasan, tetapi juga oleh
terpadu untuk mendukung konservasi, pendidikan, kemampuan tata kelola dalam menyelaraskan
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kepentingan dan tindakan berbagai pemangku
kepentingan. Pengelolaan geopark melibatkan
aktor dengan kewenangan, sumber daya, dan
orientasi yang beragam sehingga memerlukan
koordinasi lintas sektor. Tantangan pengembangan
geopark tidak terbatas pada peningkatan
partisipasi, tetapi juga mencakup pembentukan tata
kelola yang mampu mengakomodasi perbedaan
kepentingan serta menjaga keseimbangan antara
konservasi, pendidikan, dan manfaat ekonomi
(Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).
Salah satu pendekatan yang relevan untuk

mengelola  kompleksitas  tersebut  adalah
collaborative ~ governance, yaitu  proses
pengambilan keputusan yang melibatkan aktor

pemerintah dan nonpemerintah dalam
merumuskan serta melaksanakan kebijakan
bersama (Ansell & Gash, 2008). Namun,
keterlibatan berbagai aktor tidak secara otomatis
menghasilkan kolaborasi yang setara. Perbedaan
kewenangan formal, akses terhadap sumber daya,
kapasitas  kelembagaan, dan  kemampuan
memengaruhi  keputusan dapat membentuk
hubungan yang asimetris antar-stakeholder. Dalam
perspektif kekuasaan Foucault, kekuasaan tidak
hanya melekat pada institusi atau individu tertentu,
tetapi juga terbentuk melalui jaringan relasi sosial,
pengetahuan, dan praktik kelembagaan (Foucault,
1980). Perspektif ini memberikan landasan untuk
memahami bahwa dinamika kolaborasi tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan aktor dan forum
koordinasi, tetapi juga oleh distribusi pengaruh,
ketergantungan, serta kemampuan masing-masing
aktor dalam memperjuangkan tujuan dan
kepentingannya.

Persoalan tersebut relevan dalam
pengembangan geowisata di UNESCO Global
Geopark Ijen, yang mempertemukan kepentingan
konservasi, pengelolaan kawasan, promosi wisata,
pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal.
Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa
keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan
geowisata berkaitan dengan karakteristik sosial,
tingkat pengetahuan, serta intensitas interaksi
dengan aktivitas geopark (Sarwoprasodjo dkk.,
2025). Di sisi lain, perkembangan aktivitas wisata
dapat menciptakan peluang ekonomi sekaligus
meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan
kapasitas pengelolaan kawasan. Studi di Desa
Tamansari, Banyuwangi, misalnya, menunjukkan
adanya paradoks antara peningkatan peluang
ekonomi dan bertambahnya beban lingkungan
akibat pertumbuhan wisata (Sarwoprasodjo dkk.,
2026a). Kondisi tersebut memperlihatkan
pentingnya  koordinasi  antarlembaga  dan
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
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geowisata. Akan tetapi, keberadaan berbagai aktor
dengan mandat dan kepentingan yang berbeda juga
menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana
relasi antaraktor terbentuk dan bagaimana
perbedaan posisi mereka dapat memengaruhi
proses tata kelola (Yuliaty dkk., 2021; Dwipati
dkk., 2025).

Meskipun  partisipasi  masyarakat  dan
kolaborasi antarpemangku kepentingan telah
menjadi perhatian dalam penelitian geopark, aspek
relasional dalam tata kelola masih perlu dikaji lebih
mendalam. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa komunitas lokal dapat menghadapi
keterbatasan pengetahuan dan partisipasi dalam
pengelolaan geopark sehingga memerlukan
penguatan kapasitas dan keterlibatan yang lebih
substantif (Mafruhah dkk., 2020; Ibrahim dkk.,
2021). Selain itu, kelembagaan lokal menunjukkan
potensi organisasi masyarakat dalam
menghubungkan pengelolaan lingkungan, kegiatan
ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat
(Sarwoprasodjo dkk., 2026a). Hal tersebut
mengindikasikan bahwa posisi masyarakat dalam
tata kelola tidak dapat dipahami hanya berdasarkan
keberadaan atau tingkat partisipasinya karena
ketimpangan relasi dapat membatasi keterlibatan
substantif sebagian aktor dan menyulitkan
penyelarasan ~ agenda  konservasi  dengan
pengembangan ekonomi lokal.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas
partisipasi masyarakat, pengembangan
kelembagaan lokal, strategi pengelolaan geopark,
dan komunikasi publik, masih diperlukan
pemahaman yang lebih terintegrasi mengenai
konfigurasi relasi antar-stakeholder dalam tata
kelola geowisata. Secara khusus, belum
memadainya pemahaman mengenai hubungan
antara pengaruh, ketergantungan, orientasi tujuan,
konvergensi, dan divergensi antaraktor menjadi
kesenjangan yang perlu ditelaah. Penelitian
mengenai peran relatif aktor dalam pengelolaan
geopark menunjukkan pentingnya memahami
posisi dan kontribusi masing-masing pihak dalam
struktur tata kelola (Hadian dkk., 2025). Selain itu,
konvergensi dan divergensi kepentingan perlu
diperhatikan karena perbedaan orientasi antaraktor
dapat memengaruhi koordinasi dan perumusan
strategi  bersama  (Munajat  dkk., 2022;
Kurnianingsih dkk., 2025). Untuk menjawab
kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan
metode MACTOR (Matrix of Alliances and
Conflicts: Tactics, Objectives and
Recommendations), yang memungkinkan analisis
sistematis terhadap pengaruh—ketergantungan
antaraktor, posisi aktor terhadap tujuan strategis,
serta pola konvergensi dan divergensi. Pendekatan
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ini  memungkinkan kajian asimetri relasi
stakeholder melampaui identifikasi aktor dan
deskripsi partisipasi, dengan menelaah konfigurasi
hubungan yang membentuk dinamika tata kelola.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
bertujuan menganalisis asimetri relasi stakeholder
dalam tata kelola pengembangan geowisata
berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen
mencakup pemetaan pengaruh—ketergantungan
antaraktor, penilaian posisi aktor terhadap tujuan
strategis melalui 3MAO, serta identifikasi pola
konvergensi dan divergensi melalui 3CAA dan
3DAA. Penelitian ini diharapkan memberikan
kontribusi  konseptual dengan memperjelas
bagaimana perbedaan posisi, ketergantungan, dan
orientasi kepentingan membentuk konfigurasi
relasi stakeholder dalam tata kelola geowisata.
Hasil analisis diharapkan menjadi dasar untuk
merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola
yang adaptif dan kolaboratif, dengan tetap
memperhatikan keseimbangan antara konservasi,
pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat lokal.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Juli 2025 di
UNESCO Global Geopark Ijen yang mencakup
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Kabupaten Banyuwangi dan  Bondowoso.
Pengumpulan data difokuskan pada empat desa
yang dipilih secara purposif, yaitu Kemiren dan
Tamansari di Banyuwangi serta Kalianyar dan
Sumberwringin di Bondowoso. Keempat desa
tersebut  ditetapkan sebagai lokus empiris
penelitian, yaitu lokasi utama untuk observasi
lapangan dan pengumpulan informasi mengenai
kondisi  pengelolaan  geowisata, interaksi
stakeholder, pemanfaatan geowisata, pelestarian
budaya, dan pemberdayaan masyarakat pada
tingkat lokal. Keempat desa juga
merepresentasikan keterhubungan antara
pengelolaan situs dan struktur tata kelola yang
lebih luas, karena pengembangan masing-masing
situs melibatkan aktor desa, pemerintah daerah,
lembaga konservasi, badan usaha, komunitas, dan
stakeholder lainnya. Kemiren terkait dengan
culture site Desa Adat Osing Kemiren; Tamansari
dengan Geosite Api Biru [jen dan Biosite Erek-
Erek Geoforest; Kalianyar dengan tujuh geosite,
yaitu Danau Asam Kawah Ijen, Aliran Asam
Kalipait, Kawah Wurung, Kompleks Mata Air
Panas Blawan, Lava Blawan, Air Terjun
Gentongan, dan Aliran Lava Plalangan; sedangkan
Sumberwringin terkait dengan biosite Hutan
Pelangi dan culture site Tari Singo Ulung dan Petik
Kopi.

Situbondo

Situbondo

Banyuwangi

>

Peta Lokasi Penelitian
Geopark ljen

€3

IPB University

Gambar 1.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed
methods dengan desain exploratory sequential
yang diawali dengan pengumpulan dan analisis
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Lokasi penelitian di Geopark Ijen.

data kualitatif, lalu dilanjutkan dengan tahap
kuantitatif dengan mengintegrasikan data kualitatif
dari wawancara semi-terstruktur, observasi
lapangan, dan telaah dokumen. Data primer
diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan
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observasi pada empat desa yang menjadi lokus
empiris penelitian, sedangkan data sekunder
diperoleh melalui telaah dokumen kelembagaan
Badan Pengelola UNESCO Global Geopark [jen,
dokumen  kebijakan = pemerintah, laporan
pengelolaan geopark, publikasi ilmiah, dan data
statistik yang relevan. Informan dipilih secara
purposive  berdasarkan  keterlibatan dan
relevansinya terhadap sistem tata kelola Geopark
Ijen. Kriteria pemilihan meliputi: (1) memiliki
kewenangan atau tanggung jawab yang berkaitan
dengan pengelolaan geopark; (2) terlibat dalam
pengembangan atau aktivitas geowisata; (3)
memiliki pengetahuan mengenai kebijakan,

Syifa’, dkk.

program, atau pengelolaan kawasan; (4) memiliki
keterkaitan dengan kepentingan masyarakat,
konservasi, ekonomi, edukasi, atau pengembangan
pariwisata; dan (5) bersedia memberikan informasi
yang diperlukan untuk penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 44
informan diwawancarai dan dikelompokkan
berdasarkan fungsi serta posisi kelembagaannya
dalam sistem tata kelola. Keragaman tersebut
mencerminkan karakter tata kelola Geopark Ijen
yang bersifat lintas sektor dan lintas tingkat
pemerintahan. Rincian informan disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi informan berdasarkan stakeholder yang teridentifikasi, tingkat/ruang tata kelola, dan

label dalam analisis MACTOR

Stakeholder yang teridentifikasi Label Jumlah
Informan

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur BKSDA 3
Balai Taman Nasional Alas Purwo TN 1
Bappeda Provinsi Jawa Timur BappedaProv 1
Bappeda Kabupaten Banyuwangi BappedaKab 1
Bappeda Kabupaten Bondowoso BappedaKab 1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur DisparProv 1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi DisparKab 1
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten DisparKab 1
Bondowoso

Badan Pengelola Geopark Ijen BP 4
KPH Banyuwangi Barat Perhutani 1
KPH Bondowoso Perhutani 1
PTPN PTPN 1
BUMDes BUMDes 4
DMS (inisial nama) Investor 1
BBN (inisial nama) Investor 1
Ijen Geopark Youth Forum (IGYF) IGYF 2
Emvitrust Emvitrust 1
FK3I Bondowoso FK3I 1
Pokdarwis Pokdarwis 4
Universitas Negeri Malang Akademisi 1
Universitas Negeri Jember Akademisi 1
Politeknik Banyuwangi Akademisi 1
Pelaku wisata (homestay, pemandu, dan kuliner) Pelaku 8
Radar Banyuwangi Media 1
Detik.com Media 1

Stakeholder  diidentifikasi melalui telaah
dokumen kelembagaan Badan Pengelola UNESCO
Global Geopark Ijen SK Gubernur Jawa Timur
tentang Pengelola Geopark Ijen Tahun 2025-2029.
Berdasarkan proses identifikasi dan verifikasi
tersebut, aktor kelembagaan yang relevan
selanjutnya ditetapkan sebagai unit analisis dalam
MACTOR. Informan wawancara dan aktor dalam
analisis MACTOR merupakan dua unit yang
berbeda. Informan merupakan individu yang
memberikan informasi melalui wawancara,
617

sedangkan aktor MACTOR merupakan unit
kelembagaan atau kelompok stakeholder yang
memiliki kepentingan dan posisi strategis dalam
sistem tata kelola. Beberapa informan dapat
merepresentasikan satu aktor kelembagaan yang
sama sehingga jumlah informan tidak harus sama
dengan jumlah aktor yang dianalisis. Setelah
proses identifikasi dan verifikasi stakeholder,
informasi dari informan digunakan untuk
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menyusun dan mengonfirmasi posisi masing-
masing aktor kelembagaan dalam matriks MDI.

Analisis tata kelola tidak dibatasi hanya pada
stakeholder yang berada secara administratif di
dalam desa karena pengelolaan melibatkan
hubungan kelembagaan lintas tingkat
pemerintahan dan lintas sektor. Oleh karena itu,
batas geografis penelitian ditetapkan pada empat
desa sebagai lokus empiris, sedangkan batas sistem
tata kelola ditentukan berdasarkan keterlibatan
stakeholder ~ dalam  pengelolaan. = Dengan
pembedaan tersebut, stakeholder pada tingkat desa,
kabupaten, provinsi, nasional, maupun organisasi
nonpemerintah  dapat  dianalisis  sepanjang
memiliki kewenangan, kepentingan, pengaruh,
ketergantungan, atau fungsi yang relevan terhadap
tata kelola Geopark Ijen.

Penilaian hubungan aktor dilakukan terhadap
tujuh tujuan strategis pengembangan geowisata
berkelanjutan, yaitu: (OBJO1) edukasi dan literasi
geowisata berbasis laboratorium alam; (OBJ02)
penguatan tata kelola kolaboratif melalui
pendekatan  bottom-up; (OBJO3) penguatan
regulasi pengembangan geowisata berbasis
masyarakat; (OBJ04) pelestarian geodiversity,
biodiversity, dan cultural diversity, (OBJO0S)
pertumbuhan dan stimulus ekonomi berkelanjutan;
(OBJ06) integrasi nilai sosial-budaya lokal dalam
pengembangan geowisata; serta (OBJ07) promosi
dan penguatan branding kawasan UNESCO Global
Geopark Ijen. Ketujuh tujuan tersebut disusun
melalui sintesis studi pustaka, dokumen kebijakan,
serta hasil wawancara dengan para pemangku
kepentingan sehingga merepresentasikan tujuan
strategis utama pengelolaan Geopark Ijen

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode
MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts:
Tactics, Objectives, and Recommendations) untuk
mengevaluasi asimetri relasi stakeholder dalam
tata kelola pengembangan geowisata
berkelanjutan. Metode ini dipilih karena mampu
menganalisis pengaruh dan ketergantungan
antaraktor, posisi aktor terhadap tujuan strategis,
serta pola konvergensi dan divergensi kepentingan
(Fauzi, 2019). Tahapan analisis meliputi: (1)
Identifikasi stakeholder; (2) Penentuan tujuan
strategis; (3) Penyusunan Matrix of Direct
Influence (MDI); (4) Penyusunan Matrix Actor—
Objective (MAO); (5) Analisis pengaruh—
ketergantungan; (6) Analisis 3MAOQO; (7) Analisis
konvergensi (3CAA); dan (8) Analisis divergensi
(3DAA).

Tahap pertama, stakeholder diidentifikasi
berdasarkan hasil wawancara, observasi, telaah
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dokumen, serta kewenangan, kepentingan,
pengaruh, dan ketergantungan dalam pengelolaan
Geopark [jen. Sebanyak 44 informan digunakan
untuk  mengidentifikasi dan memverifikasi
stakeholder, sedangkan aktor kelembagaan yang
telah ditetapkan menjadi unit analisis MACTOR.
Pada tahap kedua, tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan sintesis hasil wawancara, dokumen
kebijakan dan pengelolaan geopark, serta literatur,
yang menghasilkan tujuh tujuan: OBJO1 edukasi
dan literasi geowisata; OBJ02 tata kelola
kolaboratif bottom-up; OBJ03 regulasi berbasis
masyarakat; OBJ04 pelestarian geodiversity,
biodiversity, dan cultural diversity; OBJ05
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; OBJ06
integrasi nilai sosial-budaya lokal; dan OBJ07
promosi dan branding Geopark Ijen.

Pada tahap ketiga dan keempat, MDI dan MAO
dilakukan melalui pendekatan hibrida. Peneliti
terlebih dahulu mengodekan informasi mengenai
hubungan  pengaruh  langsung  antaraktor
berdasarkan transkrip wawancara mendalam,
observasi, dan dokumen yang relevan, kemudian
menerjemahkan bukti naratif tersebut ke dalam
skala ordinal MACTOR. Penilaian hubungan
pengaruh antaraktor pada Matrix of Direct
Influence (MDI) menggunakan skala ordinal 0—4
sebagaimana dikembangkan dalam metode
MACTOR (Fauzi, 2019), di mana skor O
menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung
antaraktor, skor 1 menunjukkan pengaruh rendah
yang terbatas pada hubungan operasional, skor 2
menunjukkan pengaruh sedang yang berkaitan
dengan pelaksanaan program atau proyek, skor 3
menunjukkan pengaruh kuat terhadap pencapaian
misi organisasi, sedangkan skor 4 menunjukkan
pengaruh sangat kuat yang bersifat menentukan
terhadap keberadaan, arah kebijakan, maupun
keputusan aktor lain. Penilaian posisi aktor
terhadap tujuan strategis pada Matrix of Actors and
Objectives (MAO) menggunakan rentang skor —4
sampai +4. Nilai positif menunjukkan tingkat
dukungan aktor terhadap suatu tujuan strategis,
sedangkan nilai negatif menunjukkan tingkat
penolakan. Semakin besar nilai absolut skor yang
diberikan, semakin kuat tingkat dukungan maupun
penolakan aktor terhadap tujuan tersebut. Nilai O
menunjukkan bahwa aktor bersifat netral atau tidak
memiliki posisi yang signifikan terhadap tujuan
yang dinilai. Skala ini memungkinkan analisis
mengenai tingkat mobilisasi, konvergensi, dan
divergensi antaraktor dalam sistem tata kelola.

Penilaian mempertimbangkan bukti mengenai
kewenangan, kapasitas pengambilan keputusan,
kontrol terhadap sumber daya, serta kemampuan
aktor memengaruhi keputusan atau tindakan aktor
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lain. Skor awal yang dihasilkan peneliti kemudian
dikonfirmasi melalui member-checking bersama
informan  kunci/expert  untuk  memeriksa
kesesuaian interpretasi dan melakukan klarifikasi
atau revisi skor berdasarkan informasi empiris
yang terverifikasi.

Untuk meningkatkan kredibilitas analisis, hasil
kodifikasi dan penyusunan matriks dikonfirmasi
melalui  member-checking dengan informan
kunci/expert. Proses tersebut digunakan untuk

Syifa’, dkk.

sedangkan pengolahan MACTOR dilakukan
menggunakan perangkat lunak MACTOR. Output
analisis berupa influence—dependence map,
3MAO, 3CAA, dan 3DAA  kemudian
diinterpretasikan secara terpadu untuk menjelaskan
pola stakeholder relational asymmetry dan
implikasinya terhadap tata kelola pengembangan
geowisata berkelanjutan di UNESCO Global
Geopark [jen.

memeriksa kesesuaian antara interpretasi peneliti HASIL DAN PEMBAHASAN
dan kondisi empiris, khususnya dalam menentukan
tingkat pengaruh antaraktor serta posisi aktor Peta  Pengaruh  dan  Ketergantungan
terhadap tujuan strategis. Seluruh matriks Stakeholders
ditabulasi menggunakan  Microsoft  Excel,
Map of influences and dependences between actors
BRSDA N
:
qDisparProv] N
Dzt
%
il
p
Investor] -
Eri] . EUMDes .
H
a4 ?

Gambar 2. Peta pengaruh dan ketergantungan stakeholders.

Hasil pemetaan influence—dependence (Gambar
2) menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan
geowisata di UNESCO Global Geopark Ijen masih
dicirikan oleh asimetri relasi stakeholder, yaitu
ketidakseimbangan distribusi pengaruh  dan
ketergantungan  antaraktor =~ dalam  proses
pengambilan  keputusan.  Asimetri  tersebut
memperlihatkan bahwa peran setiap stakeholder
tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatannya
dalam pengelolaan geowisata, tetapi juga oleh
kewenangan kelembagaan, penguasaan sumber
daya, dan posisi strategis dalam struktur tata kelola.
Efektivitas pengembangan geowisata tidak hanya
bergantung pada banyaknya aktor yang terlibat,
tetapi pada bagaimana hubungan antaraktor
membentuk koordinasi dan kolaborasi dalam
sistem tata kelola (multi-level governance)
(Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).

Aktor yang berada pada Kuadran I terdiri atas
BKSDA, Taman Nasional, Perhutani, Bappeda
Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, dan PTPN
yang memiliki pengaruh  tinggi  dengan
ketergantungan rendah. Posisi ini menunjukkan
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bahwa aktor-aktor tersebut merupakan aktor kunci
(key actors) atau sering disebut juga dengan aktor
dominan (dominant actors)/driver actors yang
memiliki kapasitas terbesar dalam menentukan
arah kebijakan, mengendalikan pemanfaatan
kawasan, serta memengaruhi keputusan strategis
pengembangan geowisata. Dominasi ini tidak
semata-mata disebabkan oleh kapasitas organisasi,
tetapi karena adanya legitimasi formal melalui
regulasi, kewenangan pengelolaan kawasan, serta
kontrol terhadap instrumen perencanaan dan
perizinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
struktur tata kelola Geopark Ijen masih didominasi
oleh aktor sektoral yang memiliki otoritas formal
sehingga proses pengambilan keputusan cenderung
berlangsung  secara  hierarkis  (top-down)
dibandingkan kolaboratif. Temuan ini sejalan
dengan karakteristik multi-level governance pada
kawasan konservasi yang menunjukkan bahwa
aktor dengan mandat kelembagaan memiliki
pengaruh lebih besar dibandingkan aktor
implementatif maupun komunitas lokal (Zhuang
dkk., 2024; Meza-Arce dkk., 2020).
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Pada Kuadran II, Bappeda Kabupaten, Dinas
Pariwisata Kabupaten, dan Badan Pengelola
Geopark menempati posisi pengaruh tinggi
sekaligus ketergantungan tinggi. Posisi ini
menunjukkan peran sebagai aktor relay, yaitu aktor
yang berfungsi menghubungkan kebijakan dengan
implementasi di lapangan. Posisi ini terbentuk
karena ketiga aktor berada pada persimpangan
antara perumusan kebijakan di tingkat provinsi dan
implementasi program di tingkat lokal. Mereka
memiliki tanggung jawab mengoordinasikan
berbagai kepentingan lintas sektor, tetapi pada saat
yang sama sangat bergantung pada keputusan,
anggaran, dan regulasi dari aktor kunci. Oleh
karena itu, kapasitas aktor penghubung tidak
ditentukan oleh besarnya kewenangan formal,
melainkan  oleh  kemampuan  membangun
koordinasi vertikal dan horizontal antarorganisasi.
Semakin efektif fungsi koordinasi tersebut
dijalankan, semakin besar peluang kebijakan dapat
diterjemahkan menjadi tindakan yang konsisten di
lapangan (Ilhami dkk., 2024; Lee & Karimova,
2021).

Sebaliknya, Kuadran III ditempati oleh
BUMDes, Pokdarwis, IGYF, dan pelaku wisata
yang memiliki pengaruh  rendah tetapi
ketergantungan tinggi. Posisi ini menunjukkan
bahwa aktor lokal lebih banyak berperan sebagai
pelaksana kebijakan (dependent actors) atau sering

disebut juga dengan aktor didominasi (dominated
actors)/driven actors, aktor ini sangat rentan
karena bergantung oleh keputusan aktor dominan.
Rendahnya pengaruh mereka bukan karena
kurangnya kontribusi terhadap pengembangan
geowisata, tetapi karena terbatasnya akses terhadap
forum pengambilan keputusan, rendahnya
kapasitas ~ kelembagaan, serta = minimnya
kewenangan dalam  menentukan  prioritas
pembangunan. Akibatnya, partisipasi masyarakat
cenderung  bersifat  implementatif,  yaitu
menjalankan program yang telah ditetapkan, bukan
terlibat dalam proses penyusunan agenda maupun
perumusan kebijakan. Kondisi ini menjelaskan
mengapa manfaat ekonomi dapat dirasakan
masyarakat, tetapi ruang untuk memengaruhi arah
tata kelola masih relatif terbatas. Temuan tersebut
sejalan dengan penelitian Tichaawa dan Lekgau
(2025) serta Meza-Arce dkk. (2020) yang
menunjukkan bahwa komunitas lokal pada
kawasan konservasi sering kali memiliki tingkat
ketergantungan  tinggi  meskipun = menjadi
pelaksana utama aktivitas wisata.

Sementara itu, Kuadran IV terdiri atas
Akademisi, Investor, Media, Emvitrust, dan FK3I
yang memiliki pengaruh maupun ketergantungan
relatif rendah, sehingga dikategorikan sebagai
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aktor otonom (autonomous actors). Posisi ini
menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut belum
terintegrasi secara optimal dalam jaringan tata
kelola, bukan karena perannya tidak penting, tetapi
karena fungsi yang dijalankan masih bersifat
komplementer dan belum terhubung secara
sistematis dengan proses pengambilan keputusan.
Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan
peningkatan kapasitas, media melalui komunikasi
publik, sedangkan investor melalui dukungan
pembiayaan. Namun, belum adanya mekanisme
kolaborasi yang menghubungkan fungsi-fungsi
tersebut dengan aktor inti menyebabkan potensi
kontribusinya belum  dimanfaatkan secara
maksimal. Rendahnya pengaruh aktor otonom
lebih  mencerminkan  lemahnya  integrasi
kelembagaan daripada rendahnya kapasitas aktor
itu sendiri. Temuan ini mendukung penelitian Yasa
dkk. (2024) dan Zhang dkk. (2025) bahwa aktor
pendukung dapat menjadi sumber inovasi tata
kelola apabila diintegrasikan ke dalam jejaring
kolaborasi yang lebih inklusif.

Asimetri relasi stakeholder di Geopark Ijen
terbentuk melalui tiga mekanisme utama, yaitu (1)
konsentrasi kewenangan formal pada aktor
konservasi dan pemerintah, (2) ketergantungan
aktor implementatif terhadap keputusan aktor
kunci, dan (3) belum terintegrasinya aktor
pendukung ke dalam jejaring pengambilan
keputusan. Ketiga mekanisme tersebut
menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola tidak
hanya dipengaruhi oleh distribusi pengaruh, tetapi
juga oleh bagaimana struktur kelembagaan
membentuk akses, koordinasi, dan peluang setiap
aktor untuk memengaruhi keputusan. Oleh karena
itu, pengembangan geowisata berkelanjutan
memerlukan tata kelola adaptif-kolaboratif yang
tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga
mendistribusikan ruang koordinasi, memperkuat
kapasitas aktor lokal, dan mengintegrasikan aktor
otonom ke dalam proses perencanaan dan evaluasi
kebijakan.

Mobilisasi  Stakeholder terhadap Tujuan
Strategis (3MAQO)

Analisis 3MAO (3rd Matrix of Actors and
Objectives) menggambarkan tingkat mobilisasi
stakeholder terhadap tujuh tujuan strategis
pengembangan  geowisata  berkelanjutan  di
UNESCO Global Geopark Ijen. Berbeda dengan
peta influence—dependence yang menjelaskan
distribusi pengaruh antaraktor, analisis 3MAO
menunjukkan arah orientasi strategis yang menjadi
dasar perilaku  stakeholder dalam  proses
pengambilan keputusan. Tingkat kesepakatan
(agreement) maupun ketidaksepakatan
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(disagreement) tidak hanya mencerminkan
preferensi terhadap suatu tujuan, tetapi juga
memperlihatkan bagaimana mandat kelembagaan,
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kepentingan organisasi, dan fungsi masing-masing
aktor membentuk prioritas tata kelola (Fauzi,
2019).

o = = o @ w o
E|5|E|5|&|8|5|¢8
3MAO s gl z| & | 3 g a | =
glgle|z|2|%|a3|8
3 3 o
=}
BKSDA -3,7 |-1,8 [ 0,0 7,4 3,7 -3,7 |-55 [25,7
TN -32 |00 |00 [64 [32 |-32 [-32 [19.1
PTPN -23 |00 0,0 1,2 4,6 -35 |12 12,7
Perhutani -31 10,0 [0,0 [46 |61 -46 |15 [199
BUMDes -1,8 100 (00 [-18 |25 |-06 [06 [74
BapedaProv 1,4 57 5,7 0,0 57 2,9 2,9 24,3
DisparProv 1,4 55 4,1 0,0 55 2,7 4,1 23,3
BappedaKab 1,2 46 |46 1,2 4,6 3,5 4,6 244
DisparKab 11 43 |43 11 4,3 3,2 4,3 22,5
BP 1,0 140 [40 2,0 4,0 3,0 4,0 21,8
IGYF 0,0 0,7 0,7 0,7 2.1 0,7 0,7 5,6
FK3I 0,0 1, 0,6 1,7 1,7 0,6 -1,7 |74
Pokdarwis 1,7 {00 0,6 -1,7 122 0,6 0,6 7,2
Emvitrust -0,8 10,0 1,5 0,0 2,3 0,8 0,8 6,2 E
Pelaku -09 |-06 |00 0,3 1,2 -06 106 4,2 §
Investor -2,7 1-1,8 10,0 0,0 3,6 -2,7 127 13,6 [?
Akademisi 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 12,0 |3
Media -1,3 10,0 0,0 -1,3 10,0 0,0 1,3 4,0 F
Number of agreements 6,0 27,9 | 28,1 1284 [59,3 [20,9 | 30,8 §
Number of disagreements |-215)-42 |00 |-48 |00 |-189]|-104 o
Degree of mobilisation 275 1322 1281 [332 [593 [39,7 |412 2
Gambar 3. Matriks 3MAO.
Hasil analisis 3MAO menunjukkan bahwa komitmen  stakeholder  dalam  mendukung
Pertumbuhan dan Stimulus Ekonomi pengembangan geowisata berkelanjutan.

Berkelanjutan (OBJ05) memperoleh tingkat
mobilisasi tertinggi, yaitu 59,3, dengan number of
agreements sebesar (59,3) dan number of
disagreements sebesar (0). Tingginya mobilisasi
OBJO5 menunjukkan bahwa tujuan ekonomi
memiliki tingkat keselarasan paling kuat di antara
18 stakeholder yang dianalisis. Perhutani memiliki
skor posisi tertinggi terhadap OBJO5 (6,1), diikuti
BappedaProv (5,7), DisparProv (5,5), PTPN (4,6),
BappedaKab (4,6), DisparKab (4,3), dan BP (4,0).
Sementara itu, skor terendah tetap berada pada
posisi positif, yaitu Pelaku (1,2), diikuti IGYF
(2,1), Pokdarwis (2,2), BUMDes (2,5), Emvitrust
(2,3), dan FK3I (1,7). Pola tersebut menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan common
ground yang relatif kuat dalam sistem tata kelola
Geopark [jen karena tidak terdapat posisi negatif
terhadap tujuan ini. Kesamaan kepentingan
tersebut dapat dipahami karena pengembangan
geowisata berkaitan dengan pembangunan daerah,
penciptaan  kesempatan kerja, peningkatan
pendapatan, dan pengembangan usaha lokal. Bagi
pemerintah, pertumbuhan ekonomi berkaitan
dengan agenda pembangunan daerah, sedangkan
bagi masyarakat dan pelaku usaha, geowisata
menyediakan peluang pendapatan dan
pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini sejalan
dengan Carrillo-Hernandez dkk. (2024) yang
menunjukkan bahwa geowisata mampu menjadi
instrumen pembangunan ekonomi lokal apabila
manfaat ekonomi dirasakan oleh berbagai
kelompok stakeholder. Abd Halim dkk. (2025)
juga menjelaskan bahwa manfaat ekonomi
merupakan faktor utama yang memperkuat
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Tingginya mobilisasi terhadap OBJO05 tidak hanya
menunjukkan adanya kesepakatan, tetapi juga
menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dapat
berfungsi sebagai titik temu (common ground)
yang mempertemukan aktor dengan mandat
kelembagaan yang berbeda.

Sebaliknya, Edukasi dan Literasi Geowisata
(OBJO1) memperoleh tingkat mobilisasi terendah,
yaitu (27,5), dengan number of agreements sebesar
6,0 dan number of disagreements sebesar (—21,5).
Nilai tersebut menunjukkan bahwa OBJO1
merupakan tujuan dengan tingkat konsolidasi
paling rendah dibandingkan tujuan strategis
lainnya dan sekaligus memiliki nilai disagreement
absolut terbesar. BappedaProv dan DisparProv
memiliki skor posisi tertinggi, masing-masing
sebesar (1,4), diikuti BappedaKab (1,2) dan
DisparKab (1,1). Sebaliknya, BKSDA memiliki
skor terendah (—3,7), diikuti TN (=3,2), Perhutani
(—3,1), Investor (—2,7), PTPN (—2,3), BUMDes
(—-1,8), dan Pokdarwis (—1,7). Sementara itu,
IGYF, FK3I, dan Akademisi berada pada posisi
netral (0). Rendahnya mobilisasi OBJO1 tidak
menunjukkan bahwa seluruh stakeholder menolak
agenda edukasi, tetapi menunjukkan adanya variasi
posisi dan tingkat prioritas terhadap tujuan
tersebut. Perbedaan ini penting bagi implementasi
kebijakan karena aktor dengan skor relatif rendah
memerlukan pendekatan yang berbeda
dibandingkan aktor yang telah menunjukkan posisi
positif. Manfaat geoedukasi yang cenderung
bersifat jangka panjang melalui peningkatan
kapasitas, perubahan perilaku, penguatan literasi,
dan kesadaran konservasi dapat dipersepsikan
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kurang langsung dibandingkan manfaat ekonomi.
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian
Mammadova dkk. (2025) yang menunjukkan
bahwa implementasi UNESCO Global Geopark di
berbagai negara masih menghadapi tantangan
dalam mengintegrasikan fungsi geoedukasi ke
dalam kebijakan pengelolaan. Carrillo-Hernandez
dkk. (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan
geowisata berkelanjutan sangat bergantung pada
kemampuan menghubungkan fungsi edukasi
dengan manfaat ekonomi sehingga keduanya tidak
dipandang sebagai tujuan yang saling bersaing.

Variasi posisi stakeholder terhadap OBJO1 juga
menunjukkan bahwa prioritas aktor bersifat
spesifik terhadap tujuan strategis. Hal ini terlihat
pada BKSDA, yang memperoleh skor terendah
terhadap OBJO1 (—3,7), tetapi justru memiliki skor
tertinggi  terhadap Pelestarian  Geodiversity,
Biodiversity, dan Cultural Diversity (OBJ04)
sebesar (7,4). Pola yang sama terlihat pada TN,
yang memiliki skor (—3,2) terhadap OBJO1 tetapi
(6,4) terhadap OBJ04, serta Perhutani, yang
memiliki skor (=3,1) terhadap OBJO1 tetapi (4,6)
terhadap OBJ04. Sebaliknya, BappedaProv dan
DisparProv menunjukkan posisi positif terhadap
OBJO1, masing-masing sebesar (1,4), sekaligus
memiliki posisi tinggi terhadap OBJ02, OBJO3,
OBJ05, dan OBJO7. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa posisi stakeholder tidak dapat
dipahami secara tunggal berdasarkan karakteristik
kelembagaan, tetapi perlu dilihat berdasarkan
tujuan strategis yang sedang dinegosiasikan. Oleh
karena itu, aktor dengan skor rendah terhadap
OBJO01 tidak dapat langsung dikategorikan sebagai
aktor yang tidak mendukung edukasi, tetapi
sebagai aktor yang menempatkan tujuan tersebut
pada prioritas relatif lebih rendah dibandingkan
tujuan lainnya. Dalam implementasi kebijakan,
kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi
diferensiasi aktor, misalnya dengan
mengintegrasikan geoedukasi dengan fungsi
konservasi bagi BKSDA, TN, dan Perhutani,
menghubungkannya dengan pemberdayaan dan
manfaat ekonomi bagi BUMDes dan Pokdarwis,
serta memperkuat peran BappedaProv,
DisparProv, BappedaKab, dan DisparKab sebagai
aktor pengintegrasi agenda geoedukasi ke dalam
perencanaan dan program geowisata.

Tujuan Integrasi Nilai Sosial-Budaya Lokal
(OBJ06) memperoleh number of agreements
sebesar (20,9), number of disagreements sebesar
(—18,9), dan tingkat mobilisasi sebesar (39,7).
Akademisi memiliki skor posisi tertinggi terhadap
OBJO6 (3,0), diikuti BappedaProv (2,9),
DisparProv (2,7), BappedaKab (3,5), DisparKab
(3,2), dan BP (3,0). Sebaliknya, Perhutani memiliki
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skor terendah (—4,6), diikuti BKSDA (-3,7), TN
(—3,2), Investor (—2,7), serta PTPN (—3,5). Aktor
lainnya menunjukkan posisi yang relatif rendah
hingga positif, seperti BUMDes (—0,6), Pelaku
(-0,6), FK3I (0,6), IGYF (0,7), Pokdarwis (0,6),
Emvitrust (0,8), dan Media (0). Kondisi ini
mengindikasikan bahwa nilai sosial-budaya belum
diposisikan secara seragam sebagai bagian dari
strategi pengembangan geowisata. Perbedaan
tersebut dapat muncul karena setiap stakeholder
memandang warisan budaya dari perspektif dan
kepentingan yang berbeda. Aktor tertentu dapat
menempatkan budaya sebagai bagian dari identitas
dan keberlanjutan kawasan, sedangkan aktor
pembangunan dan pariwisata dapat lebih
menekankan fungsi budaya sebagai bagian dari
daya tarik wisata dan pengembangan ekonomi.
Ketidaksepakatan yang muncul tidak serta-merta
menunjukkan penolakan terhadap budaya lokal,
tetapi dapat mencerminkan perbedaan persepsi
mengenai fungsi dan cara mengintegrasikan
budaya dalam pengembangan geopark. Hal ini
sejalan dengan Tichaawa dan Lekgau (2025) yang
menjelaskan bahwa integrasi antara geodiversity,
biodiversity, dan cultural diversity masih menjadi
tantangan utama dalam tata kelola geopark karena
melibatkan berbagai kepentingan dan perspektif
sektoral.

Sementara itu, Tata Kelola Kolaboratif dan
Pendekatan  Bottom-Up  (OBJ02), Regulasi
Pengembangan Geowisata Berbasis Masyarakat
(OBJ03), Pelestarian Geodiversity, Biodiversity,
dan Cultural Diversity (OBJ04), serta Promosi dan
Branding Identitas Kawasan (OBJO7)
menunjukkan tingkat mobilisasi masing-masing
sebesar (32,2); (28,1); (33,2); dan (41,2). OBJ02
memiliki number of agreements sebesar 27,9 dan
number of disagreements sebesar (—4,2). Pada
tujuan ini, BappedaProv menunjukkan skor
tertinggi  (5,7), diikuti  DisparProv  (5,5),
BappedaKab (4,6), DisparKab (4,3), dan BP (4,0),
sedangkan BKSDA dan Investor menunjukkan
skor terendah (masing-masing —1,8). OBJO03
memperoleh number of agreements sebesar 28,1,
tanpa disagreement (0), dengan BappedaProv
memperoleh  skor tertinggi  (5,7), diikuti
BappedaKab dan DisparKab (masing-masing 4,6
dan 4,3), sedangkan sejumlah aktor seperti
BKSDA, TN, PTPN, Perhutani, BUMDes, Pelaku,
Investor, dan Media berada pada posisi (0). Pola
tersebut menunjukkan bahwa regulasi berbasis
masyarakat memiliki tingkat kesepakatan yang
relatif kuat, tetapi intensitas posisi positif terutama
terkonsentrasi pada aktor perencanaan dan
pariwisata.

Pada OBJ04, number of agreements mencapai
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(28,4), number of disagreements sebesar (—4,8),
dan tingkat mobilisasi sebesar (33,2). BKSDA
menunjukkan skor tertinggi (7,4), diikuti TN (6,4),
Perhutani (4,6), dan BP (2,0), sedangkan BUMDes
dan Pokdarwis menunjukkan skor terendah,
masing-masing (—1,8). Pola tersebut menunjukkan
kuatnya orientasi aktor konservasi terhadap tujuan
pelestarian, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan
konservasi belum memperoleh posisi yang sama
pada aktor ekonomi dan masyarakat lokal.
Sementara itu, OBJO7 memiliki tingkat mobilisasi
relatif tinggi, yaitu (41,2), dengan number of
agreements sebesar (30,8) dan number of
disagreements sebesar (—10,4). BappedaKab
memiliki skor tertinggi (4,6), diikuti DisparKab
(4,3), DisparProv (4,1), dan BP (4,0), sedangkan
BKSDA menunjukkan skor terendah (-5,5),
diikuti TN (—3,2) dan FK3I (—1,7). Promosi dan
branding memperoleh dukungan relatif kuat dari
aktor pembangunan dan pariwisata, tetapi tidak
sepenuhnya selaras dengan posisi aktor konservasi.
Hal ini sejalan dengan penelitian terhadap 1.658
unggahan media sosial tentang Ijen UNESCO
Global Geopark menunjukkan dominasi narasi
wisata/ekonomi  (81,9%), sedangkan narasi
konservasi (1,5%) dan edukasi (3,6%) jauh lebih
rendah sehingga memperlihatkan adanya visibility
paradox, yaitu pesan konservasi dan edukasi yang
penting bagi keberlanjutan justru kurang mendapat
perhatian ~ dibandingkan  promosi  wisata
(Sarwoprasodjo  dkk., 2026b). Pola ini
menunjukkan bahwa kesamaan orientasi terhadap
pengembangan geopark tidak selalu menghasilkan
keseragaman posisi terhadap setiap tujuan
strategis. Perbedaan tersebut berkaitan dengan
mandat, kepentingan, kewenangan, dan fungsi
masing-masing stakeholder dalam sistem multi-
level governance, di mana aktor pada berbagai
tingkatan pemerintahan dan sektor dapat memiliki
arah tujuan yang relatif sama tetapi menggunakan
pendekatan, instrumen, dan prioritas yang berbeda
(Zhuang dkk., 2024; Sarwoprasodjo dkk., 2025).
Hasil 3MAO menunjukkan bahwa mobilisasi
stakeholder di UNESCO Global Geopark Ijen
dibentuk oleh tiga mekanisme utama, yaitu (1)
kesamaan kepentingan ekonomi yang
menghasilkan  konsensus paling kuat, (2)
perbedaan tingkat prioritas terhadap tujuan
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strategis, dan (3) variasi mandat kelembagaan yang
menghasilkan posisi berbeda terhadap tujuan yang
sama. Pola tersebut terlihat jelas dari OBJOS5 yang
memperoleh mobilisasi tertinggi (59,3) tanpa
disagreement, sementara OBJ01 memperoleh
mobilisasi terendah (27,5) dengan disagreement
absolut tertinggi (21,5). Perbedaan posisi juga
menunjukkan bahwa satu stakeholder dapat sangat
mendukung satu tujuan tetapi memiliki posisi
rendah terhadap tujuan lainnya, sebagaimana
ditunjukkan oleh BKSDA pada OBJ04 (7.4), tetapi
memiliki posisi rendah pada OBJO1 (-3,7) dan
OBJO7 (—5,5). Oleh karena itu, asimetri relasi
stakeholder tidak hanya tercermin dalam distribusi
pengaruh dan ketergantungan, tetapi juga dalam
ketidakseragaman mobilisasi terhadap tujuan
strategis. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi
tata kelola tidak cukup hanya meningkatkan
partisipasi stakeholder, tetapi perlu menyesuaikan
mekanisme koordinasi dengan posisi, kepentingan,
dan kapasitas masing-masing aktor. Penguatan tata
kelola adaptif-kolaboratif memerlukan mekanisme
penyelarasan tujuan yang dapat menjadikan
kepentingan ekonomi sebagai common ground,
sekaligus menghubungkannya dengan fungsi
konservasi, geoedukasi, dan pelestarian sosial-
budaya sebagai bagian yang saling memperkuat
dalam pengembangan UNESCO Global Geopark
Ljen.

Grafik Konvergensi 3CAA

Analisis 3CAA (Third Matrix of Convergences
between Actors) digunakan untuk mengidentifikasi
tingkat kesamaan orientasi antarstakeholder
terhadap tujuan strategis pengembangan geowisata
berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen.
Berbeda  dengan  analisis 3MAO  yang
menggambarkan tingkat mobilisasi setiap aktor
terhadap tujuan strategis, analisis 3CAA
menunjukkan  potensi  terbentuknya  koalisi
berdasarkan kesamaan orientasi dan kepentingan.
Semakin tinggi tingkat konvergensi, semakin besar
peluang aktor untuk membangun koordinasi,
berbagi sumber daya, dan menyusun kebijakan
secara bersama (Fauzi, 2019). Analisis ini tidak
hanya menggambarkan kesamaan tujuan, tetapi
juga menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor
membentuk konfigurasi tata kelola.
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Gambar 4.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konvergensi
terkuat terbentuk antara Bappeda Provinsi—Dinas
Pariwisata Provinsi dan Bappeda Kabupaten
(23,8), Bappeda Provinsi-Dinas Pariwisata
Kabupaten (22,9), Bappeda Provinsi-Badan
Pengelola (22,0), Dinas Pariwisata Provinsi—
Bappeda Kabupaten (23,3), Dinas Pariwisata
Provinsi-Dinas Pariwisata Kabupaten (22.4),
Dinas Pariwisata Provinsi-Badan Pengelola (21,6),
Bappeda Kabupaten—Dinas Pariwisata Kabupaten
(23,4), Bappeda Kabupaten—Badan Pengelola
(23,1), serta Dinas Pariwisata Kabupaten—Badan
Pengelola (22,1). Pola tersebut menunjukkan
bahwa koalisi utama dalam tata kelola Geopark
Ijen terbentuk di antara institusi yang memiliki
fungsi perencanaan pembangunan dan
pengembangan pariwisata.

Konvergensi yang tinggi tersebut tidak hanya
disebabkan oleh kesamaan tujuan, tetapi juga oleh
adanya keterkaitan kelembagaan yang bersifat
struktural. Bappeda bertanggung jawab menyusun
arah pembangunan daerah, Dinas Pariwisata
mengimplementasikan kebijakan sektor
pariwisata, sedangkan Badan Pengelola berfungsi
mengoordinasikan berbagai program geopark.
Ketiga institusi tersebut bekerja dalam siklus
kebijakan yang saling bergantung, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
hingga evaluasi program. Hubungan kerja yang
berlangsung secara berkelanjutan menghasilkan
kesamaan prioritas dan memperkuat pembentukan
koalisi dalam pengelolaan geowisata. Tingginya
konvergensi lebih mencerminkan interdependensi
kelembagaan dibandingkan sekadar kesamaan
persepsi terhadap tujuan pembangunan.

Hal ini juga menjelaskan mengapa aktor-aktor
tersebut sebelumnya menempati posisi dominan
pada peta influence—dependence. Aktor yang
memiliki ~ kewenangan  tinggi  cenderung
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Grafik konvergensi stakeholders.

membangun jaringan koordinasi yang lebih
intensif karena mereka berbagi tanggung jawab
terhadap pencapaian target pembangunan daerah
dan pengelolaan geopark. Semakin besar
ketergantungan terhadap proses perencanaan
bersama, semakin kuat pula konvergensi yang
terbentuk. Distribusi pengaruh yang tinggi
mendorong terbentuknya koalisi inti (core
coalition) yang menjadi pusat pengambilan
keputusan dalam tata kelola Geopark Ijen. Temuan
ini sejalan dengan Zhuang dkk. (2024) yang
menjelaskan bahwa pada sistem multi-level
governance, institusi pemerintah membangun
jejaring koordinasi yang kuat karena memiliki
kewenangan formal, mekanisme perencanaan yang
terintegrasi, serta tanggung jawab bersama
terhadap implementasi kebijakan. Sarwoprasodjo
dkk. (2025) juga menegaskan bahwa efektivitas
tata kelola kawasan konservasi sangat ditentukan
oleh kapasitas aktor pemerintah dalam membangun
koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat
pemerintahan.

Sebaliknya, konvergensi terendah terjadi antara
FK3I dan media (0), diikuti oleh IGYF dan media
(1,0), serta akademisi dan media (1,2). Rendahnya
konvergensi tersebut menunjukkan bahwa aktor-
aktor ini belum membentuk hubungan strategis
yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.
Penyebab utamanya bukan karena adanya konflik
kepentingan, melainkan karena setiap aktor
menjalankan fungsi yang berbeda dan belum
terhubung dalam mekanisme koordinasi yang
sama. Media berfokus pada diseminasi informasi
dan promosi kawasan, akademisi berperan dalam
penelitian dan pengembangan pengetahuan,
sedangkan FK3I dan IGYF lebih berorientasi pada
kegiatan  konservasi dan  pemberdayaan
masyarakat. Perbedaan fungsi tersebut
menyebabkan interaksi antaraktor lebih bersifat
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insidental dibandingkan kolaboratif sehingga
orientasi strategis yang terbentuk menjadi relatif
lemah.

Rendahnya konvergensi ini mengindikasikan
bahwa tata kelola Geopark [jen masih didominasi
oleh jejaring birokrasi, sementara jejaring
pengetahuan (knowledge network) dan jejaring
komunikasi publik (communication network)
belum berkembang secara optimal. Padahal, dalam
konsep UNESCO Global Geopark, keberhasilan
pengelolaan kawasan tidak hanya ditentukan oleh
koordinasi antarinstansi pemerintah, tetapi juga
oleh kemampuan menghubungkan pemerintah
dengan akademisi, komunitas, media, dan
masyarakat melalui proses pembelajaran sosial
(social learning) dan pertukaran pengetahuan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Carrillo-
Hernandez dkk. (2024) yang menekankan bahwa
kolaborasi lintas aktor menjadi prasyarat bagi
pengembangan  geowisata  yang  mampu
mengintegrasikan konservasi, pendidikan, dan
pembangunan  ekonomi.  Demikian  pula,
Mammadova dkk. (2025) menunjukkan bahwa
lemahnya  keterhubungan  antara  institusi
pendidikan, komunitas, dan pemerintah menjadi
salah satu faktor yang menghambat efektivitas tata
kelola geopark.

Konvergensi stakeholder di UNESCO Global
Geopark Ijen dibentuk oleh tiga mekanisme utama,
yaitu (1) keterkaitan fungsi kelembagaan dalam
siklus kebijakan, (2) ketergantungan terhadap
proses koordinasi dan perencanaan lintas sektor,
serta (3) intensitas interaksi antaraktor dalam
jaringan tata kelola. Ketiga mekanisme tersebut
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menjelaskan bahwa pembentukan koalisi tidak
terjadi secara otomatis karena kesamaan tujuan,
tetapi berkembang melalui hubungan kelembagaan
yang berlangsung secara berulang dan saling
bergantung. Konfigurasi ini sekaligus
menunjukkan bahwa asimetri relasi stakeholder
tidak hanya menghasilkan konsentrasi pengaruh
pada aktor tertentu, tetapi juga membentuk
konsentrasi koalisi pada jejaring pemerintah. Tata
kelola adaptif-kolaboratif perlu diarahkan untuk
memperluas koalisi dengan mengintegrasikan
akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan
komunitas lokal agar proses pengambilan
keputusan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan
berbasis pengetahuan.

Grafik Divergensi 3DAA

Analisis 3DAA (Third Matrix of Divergences
between Actors) digunakan untuk mengidentifikasi
tingkat perbedaan orientasi antarstakeholder
terhadap tujuan strategis pengembangan geowisata
berkelanjutan di UNESCO Global Geopark Ijen.
Berbeda dengan analisis 3CAA yang menunjukkan
potensi  pembentukan  koalisi  berdasarkan
kesamaan tujuan, analisis 3DAA mengidentifikasi
pasangan aktor yang memiliki perbedaan
kepentingan paling besar sehingga berpotensi
menimbulkan hambatan dalam proses koordinasi
maupun implementasi kebijakan. Menurut Fauzi
(2019), semakin tinggi nilai divergensi maka
semakin besar peluang terjadinya perbedaan
prioritas, strategi, maupun preferensi antaraktor
dalam sistem tata kelola.

Graph of order 3 divergences between actors
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Gambar 5.

Hasil analisis menunjukkan bahwa divergensi
tertinggi terbentuk antara BKSDA dengan
Bappeda Provinsi (13,8), Dinas Pariwisata
Provinsi (14,2), Bappeda Kabupaten (14,3), Dinas
Pariwisata Kabupaten (13,8), dan Badan Pengelola
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Grafik divergensi stakeholders.

(13,3). Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan
utama dalam tata kelola Geopark [jen tidak terjadi
antara pemerintah dan masyarakat, melainkan
antara aktor yang memiliki mandat konservasi
dengan aktor yang berorientasi pada perencanaan
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pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Tingginya divergensi tersebut terbentuk karena
setiap kelompok aktor menjalankan mandat
kelembagaan yang berbeda. Sebagai pengelola
kawasan konservasi, BKSDA memiliki tanggung
jawab utama menjaga biodiversity melalui
pengendalian pemanfaatan kawasan, pembatasan
aktivitas wisata, serta penerapan regulasi
konservasi.  Sebaliknya, = Bappeda, = Dinas
Pariwisata, dan Badan Pengelola lebih berorientasi
pada peningkatan aksesibilitas, pengembangan
destinasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan
pencapaian target pembangunan daerah. Perbedaan
orientasi tersebut menyebabkan setiap aktor
menggunakan indikator keberhasilan yang berbeda
dalam mengevaluasi pengembangan geowisata.
Divergensi muncul bukan karena adanya
pertentangan tujuan akhir, tetapi karena perbedaan
prioritas dan kewenangan atau mandat.

Mekanisme ini menjelaskan mengapa BKSDA
sebelumnya berada pada posisi aktor kunci dalam
peta influence—dependence, tetapi sekaligus
memiliki tingkat divergensi yang tinggi terhadap
aktor pembangunan. Semakin besar kewenangan
suatu institusi dalam menjalankan mandat
spesifiknya, semakin kuat pula kecenderungan
institusi  tersebut mempertahankan orientasi
kebijakan sesuai fungsi organisasinya. Akibatnya,
ketika proses pengembangan geowisata menuntut
integrasi antara konservasi dan pembangunan,
perbedaan orientasi menjadi semakin nyata. Oleh
karena itu, divergensi pada Geopark Ijen lebih
tepat dipahami sebagai konsekuensi dari
spesialisasi kelembagaan daripada sebagai bentuk
konflik antarorganisasi.

Temuan ini memberikan perspektif yang
berbeda dari pandangan bahwa konservasi dan
pembangunan selalu berada dalam posisi yang
saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa seluruh aktor pada dasarnya memiliki
tujuan bersama untuk mendukung pengembangan
geowisata berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan
oleh tingginya mobilisasi terhadap beberapa tujuan
strategis pada analisis 3MAQO. Namun, kesamaan
tujuan tersebut diterjemahkan melalui pendekatan
yang berbeda sesuai mandat masing-masing
lembaga.  Divergensi yang tinggi lebih
mencerminkan perbedaan strategi implementasi
daripada perbedaan visi pembangunan. Fenomena
ini sejalan dengan Meza-Arce dkk. (2020) yang
menjelaskan  bahwa  pengelolaan  kawasan
konservasi umumnya menghadapi ketegangan
antara perlindungan sumber daya alam dan
pemanfaatan ekonomi. Zhuang dkk. (2024) juga
menegaskan bahwa dalam sistem multi-level
governance, perbedaan mandat antarorganisasi
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merupakan konsekuensi alami dari pembagian
kewenangan lintas sektor dan lintas tingkat
pemerintahan.

Sebaliknya, divergensi terendah (0) ditemukan
antara BUMDes dengan masyarakat, serta antara
institusi perencanaan dan pariwisata dengan
akademisi. Rendahnya divergensi tersebut
menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut memiliki
orientasi strategis yang relatif selaras sehingga
tidak terdapat perbedaan mendasar dalam
memandang tujuan pengembangan geowisata.
Pada hubungan BUMDes dan masyarakat,
kesamaan tersebut dibentuk oleh kepentingan yang
sama terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi
berbasis geowisata. Sementara itu, keselarasan
antara institusi perencanaan, sektor pariwisata, dan
akademisi menunjukkan bahwa fungsi penelitian,
perencanaan, dan pengembangan kawasan saling
melengkapi dalam mendukung penyusunan
kebijakan berbasis pengetahuan. Rendahnya
divergensi menunjukkan adanya potensi kemitraan
yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat
inovasi, penyusunan kebijakan, dan peningkatan
kapasitas kelembagaan.

Divergensi stakeholder di UNESCO Global
Geopark Ijen dibentuk oleh tiga mekanisme utama,
yaitu (1) perbedaan mandat kelembagaan antara
aktor konservasi dan aktor pembangunan, (2)
perbedaan indikator keberhasilan yang digunakan
dalam mengevaluasi pengelolaan kawasan, serta
(3) variasi strategi implementasi untuk mencapai
tujuan  pembangunan berkelanjutan. Ketiga
mekanisme tersebut menunjukkan bahwa asimetri
relasi stakeholder tidak selalu menghasilkan
konflik, tetapi menciptakan ruang negosiasi yang
harus dikelola melalui koordinasi lintas sektor,
dialog berbasis kajian ilmiah, dan mekanisme
pengambilan keputusan yang adaptif. Oleh karena
itu, tata kelola adaptif-kolaboratif menjadi penting
untuk  menjembatani  perbedaan  orientasi
antaraktor tanpa menghilangkan fungsi dan
kewenangan masing-masing lembaga.

Implikasi Tata Kelola Adaptif-Kolaboratif
Berdasarkan integrasi hasil analisis influence—
dependence, 3SMAOQO, 3CAA, dan 3DAA, terdapat
stakeholder yang memiliki fungsi strategis dalam
pengelolaan Geopark Ijen tetapi belum memiliki
posisi yang sebanding dengan kepentingan dan
kontribusi potensialnya dalam proses pengambilan
keputusan. Kelompok tersebut terutama mencakup
BUMDes, Pokdarwis, IGYF, dan pelaku wisata,
yang memiliki pengaruh  relatif rendah
dibandingkan aktor pemerintah dan pengelola
kawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara posisi aktor lokal sebagai
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pelaksana kegiatan geowisata dengan kapasitasnya
dalam memengaruhi perumusan agenda dan
kebijakan. Padahal, aktor-aktor tersebut memiliki
kedekatan langsung dengan masyarakat, aktivitas
wisata, dan kondisi sosial-ekonomi di tingkat
tapak. Rendahnya pengaruh tidak dapat dipahami
sebagai rendahnya kepentingan, tetapi
menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman
aktor lokal belum sepenuhnya diterjemahkan
menjadi pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan. Implikasinya, penguatan tata kelola
perlu memperluas keterlibatan aktor lokal dari
sekadar pelaksana menjadi co-decision maker
dalam perumusan prioritas, pengembangan
program, dan evaluasi pengelolaan geowisata.

Hasil 3MAO memperkuat kebutuhan tersebut.
BUMDes, Pokdarwis, dan pelaku wisata
menunjukkan posisi yang relatif rendah terhadap
beberapa tujuan strategis, terutama Edukasi dan
Literasi Geowisata (OBJO1) serta Pelestarian
Geodiversity, Biodiversity, dan Cultural Diversity
(OBJ04). Sebaliknya, Pertumbuhan dan Stimulus
Ekonomi Berkelanjutan (OBJ05) memperoleh
mobilisasi  tertinggi  sebesar 59,3  tanpa
disagreement. Pola ini menunjukkan bahwa
kepentingan ekonomi merupakan titik temu yang
paling kuat di antara stakeholder, tetapi belum
otomatis menghasilkan mobilisasi yang sama
terhadap tujuan konservasi dan edukasi. Oleh
karena itu, strategi pemberdayaan aktor lokal perlu
menggunakan kepentingan ekonomi sebagai pintu
masuk untuk mengintegrasikan tujuan konservasi
dan edukasi. BUMDes dan Pokdarwis, misalnya,
dapat dilibatkan dalam pengembangan produk
geoedukasi, interpretasi geosite, pengelolaan
wisata Dberbasis konservasi, dan pemantauan
kondisi lingkungan, sehingga manfaat ekonomi
yang mereka peroleh berjalan seiring dengan
fungsi perlindungan kawasan.

Di sisi lain, hasil 3CAA menunjukkan
terbentuknya koalisi inti antara BappedaProv,
DisparProv, BappedaKab, DisparKab, dan Badan
Pengelola. Konvergensi tinggi di antara aktor
tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat
dalam proses perencanaan, pengembangan
pariwisata, dan koordinasi pengelolaan geopark.
Namun, dalam konteks Geopark Ijen, hubungan
tersebut juga perlu dilihat bersama dengan
divergensi tinggi antara kelompok aktor tersebut
dan BKSDA. Hal ini menunjukkan bahwa
persoalan tata kelola tidak hanya berupa kurangnya
koordinasi, tetapi juga menyangkut overlap
kepentingan dan kewenangan pada ruang
pengelolaan yang sama.

Irisan tersebut terutama terlihat pada TWA
Kawah Ijen, yang berada dalam kawasan
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konservasi sekaligus memiliki fungsi sebagai
bagian dari geosite Geopark Ijen. Kondisi tersebut
menempatkan BKSDA sebagai aktor yang
memiliki  mandat  perlindungan  kawasan
konservasi, sementara BappedaProv, DisparProv,
BappedaKab, DisparKab, dan Badan Pengelola
memiliki  kepentingan dan fungsi dalam
perencanaan  pembangunan,  pengembangan
pariwisata, serta pengelolaan geopark. Satu ruang
geografis dapat menjadi objek dari beberapa
kepentingan kelembagaan sekaligus. Ketika
agenda pengembangan geowisata mendorong
peningkatan aksesibilitas, kunjungan, fasilitas, dan
aktivitas ekonomi, sementara mandat konservasi
menuntut  pembatasan  pemanfaatan  dan
perlindungan integritas kawasan, overlap ruang
pengelolaan tersebut dapat menghasilkan konflik
antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan
wisata. Temuan ini konsisten dengan hasil 3DAA
yang menunjukkan bahwa divergensi tertinggi
terjadi antara BKSDA dengan BappedaProv (13,8),
DisparProv (14,2), BappedaKab (14,3), DisparKab
(13,8), dan Badan Pengelola (13,3).

Divergensi antara BKSDA dan aktor
pembangunan tidak sebaiknya hanya ditafsirkan
sebagai  konsekuensi  perbedaan = mandat
kelembagaan, tetapi sebagai bentuk institutional
overlap yang dapat berkembang menjadi konflik
tata kelola ketika mandat konservasi dan
pemanfaatan wisata diterapkan pada ruang yang
sama. Perbedaan mandat memang merupakan
sumber struktural divergensi, tetapi keberadaan
TWA Kawah Ijen sebagai kawasan konservasi
yang sekaligus menjadi bagian dari pengembangan
Geopark Ijen membuat perbedaan tersebut
memiliki konsekuensi praktis terhadap keputusan
pengelolaan. Dalam situasi tersebut, BKSDA
memiliki  kepentingan untuk mempertahankan
batas dan fungsi konservasi, sedangkan aktor
perencanaan dan pariwisata memiliki kepentingan
untuk memastikan kawasan dapat dikembangkan
dan memberikan manfaat ekonomi. Dengan kata
lain, konflik bukan semata-mata disebabkan oleh
perbedaan tujuan akhir, tetapi dapat muncul ketika
kewenangan, ruang pengelolaan, dan instrumen
kebijakan beririsan. Hal ini sejalan dengan Meza-
Arce dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa
pengelolaan kawasan konservasi dapat
menghadapi  ketegangan antara perlindungan
sumber daya alam dan pemanfaatan ekonomi.
Zhuang dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa
pembagian kewenangan lintas sektor dalam multi-
level governance dapat menghasilkan perbedaan
kepentingan dan kebutuhan koordinasi
antarlembaga.

Implikasi penting dari kondisi tersebut adalah
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bahwa koordinasi saja tidak cukup. Diperlukan
mekanisme tata kelola yang secara eksplisit
mengatur hubungan antara fungsi konservasi dan
fungsi pengembangan geowisata pada kawasan
yang memiliki status dan kepentingan pengelolaan
ganda. Badan Pengelola tidak seharusnya hanya
berfungsi sebagai koordinator program, tetapi juga
sebagai bridging institution yang mempertemukan
mandat konservasi BKSDA dengan agenda
pembangunan Bappeda dan pengembangan
pariwisata pada tingkat provinsi maupun
kabupaten. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan
melalui forum lintas kelembagaan yang memiliki
mandat jelas untuk menyepakati zonasi
pemanfaatan, batas aktivitas wisata, kapasitas
kunjungan, pengembangan infrastruktur, indikator
konservasi, serta mekanisme evaluasi bersama.
Keputusan mengenai pengembangan geowisata
pada kawasan yang beririsan tidak ditentukan
secara sektoral, tetapi melalui proses decision-
making.

Selain  persoalan BKSDA dan  aktor
pembangunan,  terdapat stakeholder  yang
berpotensi berperan sebagai bridging actors tetapi
belum terintegrasi secara optimal, terutama
akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan
komunitas pemuda. Hasil 3CAA menunjukkan
konvergensi yang rendah antara FK3I dan media
(0,0), IGYF dan media (1,0), serta akademisi dan
media (1,2). Rendahnya konvergensi tersebut tidak
menunjukkan adanya konflik langsung, tetapi
mengindikasikan bahwa fungsi pengetahuan,
komunikasi publik, advokasi, dan pemberdayaan
belum terhubung secara strategis. Aktor-aktor
tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat
evidence-based decision making, komunikasi
risiko konservasi, edukasi publik, dan social
learning dalam proses penyelesaian perbedaan
antara kepentingan konservasi dan pengembangan
wisata.

Terdapat dua bentuk persoalan tata kelola
utama. Pertama, terdapat ketimpangan posisi
stakeholder, terutama ketika aktor lokal yang
memiliki kepentingan dan pengetahuan langsung
mengenai pengelolaan di tingkat tapak belum
memiliki pengaruh yang sebanding dalam
pengambilan keputusan. Kedua, terdapat overlap
kelembagaan dan ruang pengelolaan, terutama
pada hubungan BKSDA dengan BappedaProv,
DisparProv, BappedaKab, DisparKab, dan Badan
Pengelola dalam pengelolaan kawasan yang
memiliki fungsi konservasi sekaligus fungsi
geowisata. Oleh karena itu, persoalan tata kelola
Geopark Ijen bukan sekadar kekurangan
koordinasi, tetapi merupakan persoalan distribusi
pengaruh, irisan  kewenangan, perbedaan
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kepentingan, dan belum optimalnya mekanisme
integrasi antaraktor.

Berdasarkan temuan tersebut, tata kelola
adaptif-kolaboratif di Geopark Ijen perlu dibangun
melalui empat mekanisme utama, yaitu (1)
redistribusi ruang pengambilan keputusan dengan
memperkuat posisi aktor lokal; (2) penyelarasan
tujuan  strategis (goal alignment) dengan
menggunakan manfaat ekonomi sebagai common
ground untuk mengintegrasikan konservasi dan
geoedukasi;  (3) pembentukan  mekanisme
koordinasi lintas kewenangan untuk mengelola
overlap antara konservasi dan pengembangan
wisata, khususnya pada kawasan seperti TWA
Kawah Ijen; dan (4) penguatan bridging actors
melalui keterlibatan akademisi, media, organisasi
masyarakat sipil, dan komunitas dalam penyediaan
pengetahuan, komunikasi, dan collaborative
learning. Pendekatan ini tidak  Dbertujuan
menghilangkan divergensi, karena sebagian
perbedaan diperlukan untuk menjaga fungsi checks
and balances antara konservasi dan pembangunan,
tetapi mengubah divergensi dari sumber konflik
menjadi mekanisme negosiasi dan pembelajaran
kelembagaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan
Meza-Arce dkk. (2020) dan Zhuang dkk. (2024)
yang menekankan pentingnya dialog lintas sektor,
pembelajaran  bersama, dan  pengambilan
keputusan  dalam  menghadapi  perbedaan
kepentingan dalam tata kelola kawasan. Keempat
mekanisme tersebut memungkinkan perbedaan
posisi stakeholder dikelola sesuai fungsinya: aktor
kunci  menggunakan  pengaruhnya  untuk
memfasilitasi kolaborasi dan membuka ruang
keputusan bersama; aktor relay memperkuat
konektivitas dan koordinasi antaraktor; aktor
dependent (driven) diperkuat kapasitas dan ruang
pengaruhnya agar dapat berpartisipasi secara
bermakna dalam  pengambilan  keputusan;
sedangkan aktor autonomous diberi ruang untuk
menyediakan  pengetahuan, informasi, dan
dukungan yang relevan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola
pengembangan geowisata di UNESCO Global
Geopark Ijen dicirikan oleh asimetri relasi
stakeholder. Analisis pengaruh—ketergantungan
menunjukkan empat posisi stakeholder, yaitu aktor
kunci, relay, dependent (driven), dan autonomous
yang menunjukkan distribusi kapasitas pengaruh
dan ketergantungan yang tidak seimbang dalam
tata kelola karena terdapat stakeholder yang
memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan
Geopark Ijen tetapi belum memiliki pengaruh yang
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sebanding dengan kepentingan strategisnya dalam
tata kelola. Orientasi ekonomi menjadi common
ground yang paling kuat, sementara tujuan edukasi
dan literasi geowisata masih memperoleh
dukungan yang relatif rendah. Konvergensi
terkonsentrasi pada aktor perencanaan, pariwisata,
dan Badan Pengelola, sedangkan divergensi kuat
ditemukan antara BKSDA dan aktor perencanaan
serta pariwisata. Pola tersebut menunjukkan bahwa
perbedaan orientasi dan posisi dapat membentuk
irisan kepentingan dan kewenangan dalam
pengelolaan ruang Geopark [jen. Temuan tersebut
berimplikasi bahwa pengelolaan perlu diarahkan
pada tata kelola adaptif-kolaboratif melalui empat
mekanisme: redistribusi ruang pengambilan
keputusan,  penyelarasan  tujuan  strategis,
penguatan jejaring kolaborasi dan bridging actors,
serta pengelolaan divergensi dan overlap
kelembagaan. Tata kelola adaptif-kolaboratif dapat
menjadi pendekatan untuk mentransformasikan
asimetri relasi stakeholder menjadi sinergi
kelembagaan, sehingga konservasi, edukasi, dan
pembangunan ekonomi dapat berjalan secara
seimbang dalam mendukung keberlanjutan tata
kelola geopark.
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